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Dengan Rahmat dan Ridho Allah SWT, Rektor dan Dewan Pengawas UIN Raden Intan
Lampung mengesahkan Piagam Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Intan Lampung. Kami
memerintahkan seluruh unit kerja, tenaga pendidik dan kependidikan membantu dan

membangun kerjasama yang baik dengan SPI UIN Raden Intan Lampung.

Disahkan di Bandar Lampung
Desember 2022

KEPALA SPI,

Dr. Nan Stipriadi, M.Sc.

Disetujui Oleh
Dewan Pengawas BLU UIN Raden Intan Lampung
Periode 2022-2026

Fesal Musaad, S.Pd., M.Pd
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UNIVERSITAS ISLAM NEGER!

RADEN INTAN
LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan
karunia- Nya, sehingga SPI UIN Raden Intan Lampung dapat menyelesaikan SPI Charter.

Piagam Satuan Pengawasan Internal (SPI Charter) adalah dokumen formal yang berisi
komitmen pimpinan atas pengakuan keberadaan dan berfungsinya Satuan Pengawasan
Internal (SPI) sebuah organisasi atau badan hukum. Piagam Satuan Pengawasan Internal
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mencakup visi, misi, nilai dasar, struktur dan
kedudukan SPI, tugas dan tanggung jawab SPI, wewenang SPI, kode etik, persyaratan auditor
intern, dan larangan perangkapan tugas SPI serta ditandatangani oleh Rektor melalui sebuah
Surat Keputusan Rektor dan mendapatkan persetujuan Dewas Pengawas BLU UIN Raden
Intan Lampung.

Piagam SPI menjadi dasar keberadaan, pelaksanaan tugas penilaian, pemeriksaan,
serta pengawasan yang kemudian akan disosialisasikan untuk diketahui oleh seluruh civitas
akademika UIN Raden Intan Lampung dan pihak-pihak eksternal terkait, agar tercapai
kesepahaman dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan UIN Raden
Intan Lampung.

Selain sebagai bentuk dan rumusan formal Piagam SPI yang disampaikan kepada
seluruh unit dan unit kerja di UIN Raden Intan Lampung, Piagam ini juga mendasari dokumen-
dokumen lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal oleh SPI.
Dokumen-dokumen tersebut antara lain, pedoman audit, pedoman mekanisme kerja dan
supervisi dalam organisasi SPI, serta penilaian program jaminan dan peningkatan kualitas
yang menjelaskan secara lebih rinci berbagai aspek penting yang perlu diketahui dan dipahami
oleh auditor SPI dan unit kerja terkait di lingkup UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung,12 Desember 2022
Kepala SPI UIN Raden Intan Lampung,

i, M.Sc, PIA.
8 (‘501 1005

Dr. Nanan
NIP. 19791
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1. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang

UIN Raden Intan Lampung merupakan Satuan Kerja yang telah
menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 277/KMK.05/2010. Berdasarkan
Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan
Tata Kerja (Ortaker) Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung
(IAIN RIL), Satuan Pengawas Internal (SPI) merupakan unit yang
mengkoordinasikan sistem pengendalian dan pengawasan internal dan
menjalankan pengawasan internal di IAIN RIL, sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ortaker
tersebut mengalami perubahan ditahun 2015 Peraturan Menteri Agama
Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama
Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Perubahan status dari IAIN menjadi UIN berimplikasi dengan
penggantian statuta UIN Raden Intan Lampung dengan Peraturan Menteri
Agama Republik iIndonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Peraturan
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung. Keberadaan SPI diperkuat dengan terbitnya
PMA Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengawasan Internal pada Perguruan
Tinggi Keagamaan Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 200/PMK. 05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern
pada Badan Layanan Umum. Di dalam dua peraturan tersebut, SPI
memiliki memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian,
evaluasi, dan audit di bidang keuangan dan kinerja Universitas.

Sesuai amanah PMK 129 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Badan Layanan Umum, maka Piagam SP| UIN Raden intan
Lampung tahun 2018 direvisi dan disahkan oleh Rektor dan Dewan
Pengawas. Revisi tersebut memuat ketentuan tentang pelaksanaan tugas
SP! harus berdasarkan persetujuan pimpinan yaitu Rektor dan Dewan

Pengawas UIN Raden Intan Lampung. Dengan adanya Piagam SPI
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diharapkan SPI UIN Raden Intan Lampung dapat memaksimalkan aktivitas
pengendalian internal di UIN Raden Intan Lampung, melakukan tugas SPI,
wewenang SPI dan menerima konsultansi pelaksana anggaran pada

lembaga, fakultas, dan unit kerja di lingkup UIN Raden Intan Lampung.

b. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum terkait kedudukan, tugas dan

wewenang SPI, sebagai berikut:

1.

10.

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01
Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang
Pengelolaan Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan
Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Keputusan Nomor: KEP-005/AAIPUDPN/2014 Tentang Pemberiakuan
Kode Etik Auditor Internal Pemerintah Indonesia, Standar Audit Internal
Pemerintah Indonesia, Dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Internal

Pemerintah Indonesia




2. VISI, MiSI, Dan TUJUAN
a. Visi dan Misi dan Tujuan
VISI menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan dapat
dicapai organisasi. Maka visi SPI dirumuskan sebagai berikut:
Terwujudnya SPI yang profesional dan berintegritas untuk
terciptanya Good University Govemnance pada UIN Raden Intan Lampung

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut: yaitu:

1) Melaksanakan pengembangan kelembagaan dengan peningkatan
kapasitas tim auditor SPI;

2) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kinerja non-akademik
universitas;

3) Melakukan koordinasi dengan auditor eksternal untuk mencapai
akuntabilitas yang optimal;

4) Memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan mutu
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan serta kinerja non-
akademik universitas.

Tujuan satuan pengawasan Internal:

1)  Untuk mewujudkan tercapainya efektivitas dan efisiensi pemanfaatan
sumber daya dalam kegiatan non akademik;

2) Untuk menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;

3) Untuk melakukan pengawasan ketaatan dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang beraku.

3. STRUKTUR ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN IDENTITAS SPI
a. Struktur Organisasi SPI

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan intern, pimpinan
instansi BLU membentuk unit Satuan Pengawasan Internal yang dasar
penetapannya  melalui Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
129/PMK.05/2020 tentang Sistem Pengendalian Internal pada Badan
Layanan Umum. SPI UIN Raden Intan Lampung dipimpin oleh seorang
Kepala dan seorang Sekretaris yang diangkat melalui Surat Keputusan
Rektor.




Auditor internal SPI terdiri atas pegawai negeri sipil dan tenaga

profesional non-pegawai negeri sipil yang terbagi dalam 4 bidang, yakni
Bidang Audit Keuangan dan Kepatuhan; Bidang Audit SDM, Riset, dan
Pengembangan, Bidang Audit Aset Tetap BMN dan Audit Khusus, dan

Bidang Penatausahaan Audit dan Desain Teknologi Informasi.
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Gambar 3.1.
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b.

C.

Kedudukan SPI

1) Kepala SPIbertanggung jawab langsung kepada pemimpin PTKN
sekaligus pemimpin BLU, dalam hal ini Rektor UIN Raden intan
Lampung;

2) Auditor Internal SPI bertanggung jawab secara langsung kepada
Kepala SPI;

3) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris SPI mengikuti masa jabatan
Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih

dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang

sama.

Identitas SPI

Alamat . Jl. Letnan Kolonel H JI. Endro Suratmin,
Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar
Lampung - Prov. Lampung - Indonesia,
35131.

Nomor :  0721-780887

Telepon

Email . spi@radenintan.ac.id

Nilai & Prinsip : TRUST (Trustworthy, Reliable, Understand,

Kerja Support, Transform)

4. TUGAS DAN WEWENANG SPI
a.Tugas SPI

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

SP1 UIN Raden Intan Lampung memiliki tugas sebagai berikut:

Menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intemal;

Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan
sistem manajemen risiko;

Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di
bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia,
pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;

Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang
kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;

Membuat laporan hasil Pengawasan Internal dan menyampaikan
laporan tersebut kepada Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas;
Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata
kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU;

Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut
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rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan internal
Pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah, dan pembina
BLU;
8) Melakukan reviu laporan keuangan;
9) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
10) Menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan
prosedur pelaksanaan tugas SPI; dan
11)  Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Wewenang SPI
SPI dalam melaksanakan tugas memiliki kewenangan sebagai berikut:
1) mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber
daya manusia, dan fisik Aset BLU pada seluruh bagian dan unit kerja
lainnya;
2) melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan BLU dan/
atau Dewan Pengawas;
3) mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan pimpinan BLU
dan/ atau Dewan Pengawas;
4) melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan internal Pemerintah
dan/ atau aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah; dan
5) mendampingi aparat pengawasan internal Pemerintah dan/atau aparat
pemeriksaan ekstern Pemerintah dalam melakukan pengawasan.
5. KODE ETIK

Kode etik mengatur perilaku dan kepatuhan Kepala dan Sekretaris SPI
serta tim auditor internal SPI dengan mengikuti tuntunan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap kode etk ini dapat
mengakibatkan pimpinan SPI dan tim auditor mendapat sanksi mulai dari
peringatan hingga pemberhentian dari tugas pimpinan SPI dan auditor internal.
Adapun kode etik sebagaimana
a. Prinsip Etika

SP! diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip- prinsip etika

sebagai berikut:




1) integritas

2)

3)

4)

5)

6)

integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan
yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan
kewibawaan dan kejujuran.
Objektivitas
Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat
dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau
tindakan.
Kerahasiaan
Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang
agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang
mengetahuinya.
Kompetensi
Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh
seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
Akuntabel
Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja
dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau
berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Perilaku Profesional
Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu,
dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan
kepandaian khusus untuk menjalankannya.
Aturan Perilaku
1) Untuk menerapkan prinsip integritas, auditor internal pemerintah waijib:
a) Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung
jawab;
b) Menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh
ketentuan perundang-undangan dan profesi
¢) Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan

etis;




2)

3)

4)

d) Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apa

pun.
Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor internal pemerintah wajib
melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ( disingkat
KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi
diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.

Untuk menerapkan prinsip Objektivitas, auditor internal pemerintah waijib:

a) tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apa pun yang
dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau
yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan
kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi
tanggung jawab profesinya secara objektif

b) Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apa pun yang dapat
mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan
profesionalnya; dan

c) Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta
yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau
mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya
praktik-praktik yang melanggar hukum.

Untuk menerapkan prinsip Kerahasiaan, auditor internal pemerintah

wajib:

a) Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang
diperoleh dalam tugasnya; dan

b) Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau
dengan cara apa pun yang akan bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan
etis.

Untuk menerapkan prinsip Kompetensi, auditor internal pemerintah

wajib:

a) Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki
pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang
diperlukan;

b) Melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intermnal

Pemerintah Indonesia; dan

8




o)

6)

c) Terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan
kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan
formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.

Untuk menerapkan prinsip Akuntabel, auditor internal

pemerintah  wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban

dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif
kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan prinsip Perilaku Profesional, auditor internal

pemerintah wajib:

a) Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam
tindakan yang menghilangkan  kepercayaan kepada profesi
pengawasan internal atau organisasi; dan

b) Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab
manajemen auditi dalam melaksanakan tugas yang bersifat

konsultasi

c. Aturan Perilaku Dalam Organisasi

Aturan perilaku dalam organisasi, auditor internal pemerintah waijib:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

Menaati semua peraturan perundang-undangan;

Mendukung visi misi, tujuan, dan sasaran organisasi;

Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan
profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;

Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan
mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;

Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab
dan bersungguh-sungguh;

Tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada
tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi auditor internal
pemerintah atau organisasi;

Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta
yang diketahuinya berdasarkan bukti audit




8) Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif
dan cacat;

9) Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-
prinsip perilaku pengawasan;

10) Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh
dalam penugasan;

11) Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang
diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat
yang berwenang;

12) Melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit:

13) Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan
kualitas pengawasan.

d. Hubungan Sesama Auditor

Dalam hubungan dengan sesama auditor, auditor internal pemerintah wajib:

1) Menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;

2) Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan;

3) Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

e. Hubungan Auditor dengan Auditi

Dalam hubungan dengan auditi, auditor internal pemerintah wajib:

1) Menjaga penampilan/performa sesuai dengan tugasnya;

2) Menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung
penyelesaian tugas; dan

3) Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan
melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

f. Larangan

Auditor internal pemerintah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan
dalam surat tugas;

2) Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan
p'ribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik
organisasi;

3) Menerima suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan

keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
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4) Berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat
mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam

pelaksanaan tugas.

6. PERSYARATAN SEBAGAI ANGGOTA SPI

Auditor internal SPI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan
objektif dalam pelaksanaan tugasnya;

Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai teknis audit
dan/atau disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;

Memiliki pengetahuan perundang-undangan tentang bidang peraturan
pengelolaan keuangan badan layanan umum dan peraturan perundang-
undangan terkait lainnya;

Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan
maupun tertulis secara efektif;

Bersedia mematuhi standar profesi dan kode etik yang dikeluarkan oleh
asosiasi pengawasan intern;

Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data BLU terkait dengan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Intern, kecuali
diwajibkan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  atau
penetapan/putusan pengadilan;

Memahami prinsip tata kelola BLU yang baik dan manajemen risiko; dan
bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan
profesionalismenya secara terus menerus.

Khusus untuk Kepala SPI harus memiliki keahlian yang memadai mengenai
audit; yakni keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan
mendapatkan sertifikasi profesi yang sesuai.

Kepala SPI yang diangkat dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud poin (i) harus memperoleh sertifikasi profesi sebagaimana
dimaksud pada poin (i) dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat.

Dalam hal sertifikasi profesi belum dapat dipenuhi, dapat diganti dengan
persyaratan sementara sebagai berikut: memiliki pengalaman sebagai
auditor paling singkat 3 (tiga) tahun; dan/ atau memiliki pengetahuan terkait

akuntansi dan keuangan.

11




Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin (k) terlampaui dan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin (i) tidak terpenuhi, Kepala

SPI diberhentikan dari jabatannya.

7. TAHAPAN PENGAWASAN

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang SPI, dan sebelum melakukan tugas

tersebut maka SPI harus menyusun perencanaan kegiatan yang konsisten dan

sesuai dengan visi misi UIN Raden Intan Lampung, yang meliputi:

a.

Rencana pengawasan jangka panjang mengikuti rencana strategis UIN
Raden Intan Lampung.

Rencana pengawasan jangka pendek, yaitu untuk waktu 4 (empat) tahun
yang disesuaikan dengan program kerja Rektor.

Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pengawasan
internal yang didalamnya memuat;

1) Informasi dan Latar Belakang pengawasan

2) Ruang lingkup dan cakupan pengawasan

3) Objek Pengawasan

4)Tekhnik pengawasan yang akan digunakan

5) Alokasi sumber daya

6) Jadwal

Adapun tahapan pengawasan SPI sebagai berikut :

a. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan pemeriksaan dilakukan untuk mempertimbangkan risiko yang
mungkin timbul dan sumber daya yang terlibat dalam proses pemeriksaan,
kemudian menentukan program audit yang akan dilaksanakan. SP! harus
mendokumentasikan rencana kerja dan implementasinya dengan
memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

1)  Penerbitan Surat Tugas Pengawasan oleh Rektor;

2) Jenis dan luas cakupan kerja pengawasan yang akan dilaksanakan;

3) Data dan informasi termasuk latar belakang objek pengawasan.

4) Sasaran pengawasan.

5) Prosedur dan teknik pengawasan.

6) Sumber daya pelaksanaan pengawasan.

7)  Koordinasi rencana pengawasan dengan Rektor selaku penanggung

jawab pengawasan dan Kepala SPI selaku pengarah pengawasan
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sebelum audit dimulai.

b. Pelaksanaan Pengawasan
Pelaksanaan pengawasan harus berdasarkan pedoman dan SOP SPI,
menganalisis, mengumpulkan berbagai informasi dan membuktikan
kebenaran dari informasi.

c. Pelaporan Pengawasan
Pelaporan yaitu mengkomunikasikan hasil pengawasan yang didalamnya
memuat rekomendasi dan koreksi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan guna melakukan perbaikan.

d. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Tindak lanjut hasil Pengawasan yaitu follow up untuk memastikan bahwa
rekomendasi dan koreksi yang dirumuskan telah dilakukan tindakan yang
tepat.

8. FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN
Setelah menyusun perencanaan dan aktivitas pengawasan, SPl! harus
melaporkan hasil pengawasan kepada Rektor dan Dewan Pengawas.
Selanjutnya Rektor menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Adapun format laporan hasil pengawasan sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTRA ISI

BAB | PENDAHULUAN
Latar Belakang Pengawasan

Dasar Hukum Pengawasan
Tujuan Pengawasan

Ruang Lingkup Pengawasan

moowp»

. Waktu Pengawasan

BAB Il URAIAN HASIL PENGAWASAN
A. Kondisi Objek Pengawasan
B. Permasalahan Objek Pengawasan
C. Sebab dan Akibat

BAB lil REKOMENDASI

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN
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9. PROSEDUR TINDAK LANJUT

Prosedur tindak lanjut hasil pengawasan sebagai berikut :

a.

SPI menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan secara tertulis dan lisan
kepada Rektor dan Dewan Pengawas. Disertai dengan berita acara
penyerahan laporan hasil pengawasan.

Laporan SPI adalah laporan internal kepada Rektor dan Dewan Pengawas.
Penyampaian laporan ke pihak internal lain dimungkinkan dengan
sepengetahuan dan/atau persetujuan Rektor dan Dewan Pengawas.
Rektor dan Dewan Pengawas bisa mengundang SP| dan perorangan,
kelompok, unit atau satuan kerja, sub-sub sistem di dalam UIN Raden Intan

Lampung terkait dengan Laporan Hasil Pengawasan.

. Penyampaian laporan ke pihak eksternal tidak boleh dilakukan oleh SPI,

kecuali dengan surat tugas atau persetujuan secara tertulis dari Rektor dan
Dewan Pengawas.
Tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan adalah wewenang Rektor dan

Dewan Pengawas.

10.PENGELOLAAN SPI

Pengelolaan Satuan Pengawasan Internal (SPI) wajib berusaha secara terus-

menerus agar SPI berfungsi sesuai visi, misi, wewenang, tanggung jawab, dan

kode etik. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, maka:

a.

SPl menyusun Piagam SPI| yang disahkan oleh Rektor dan Dewan
Pengawas.

SPI menetapkan pedoman audit, mekanisme kerja, dan supervisi di dalam
organisasi SPI, serta penilaian program jaminan dan peningkatan kualitas.
SPI Menyusun Rencana kerja dan anggaran SPI.

Rektor memfasilitasi auditor internal SPlI mengikuti  program
pengembangan profesi secara berkelanjutan untuk mendukung usaha
memperoleh sertifikasi profesi dan/ atau mempertahankan sertifikasi
profesi.

Rektor waijib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi Pengawasan

Internal di UIN Raden Intan Lampung.
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11.PENUTUP
Piagam SPI (SPI Charter) ini dibuat sebagai panduan Satuan Pengawasan
Internal UIN Raden Intan Lampung dalam melaksanakan tugas dan wewenang.
Disusunnya SPI Charter ini sebagai perwujudan komitmen pengakuan pimpinan
UIN Raden Intan Lampung atas keberadaan Satuan Pengawasan Internal (SPI).
Piagam SP1 ini berlaku efektif sejak disahkan oleh Rektor dan dewan pengawas

UIN Raden Intan Lampung. Akan ditinjau dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan
serta perkembangan SP| UIN Raden Intan Lampung.

15







